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Nur Ika Putri. Mei 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Korupsi dana Bansos 

Covid-19 . Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 
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Kasus Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan 

meluas ke masyarakat. Salah satu kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah Tindak 

Pidana korupsi yang di lakukan oleh Menteri Sosial Juliari P Batu bara atas korupsi dana 

bansos covid-19. Karena mengakibatkan kerugian terhadap korban dengan jumlah 

kerugian yang di perkirakan mencapai miliaran rupiah, banyak membuat korban merasa 

dirugikan sehingga menuntut pelaku untuk membayar ganti kerugian. Namun tuntutan 

tersebut tidak di indahkan oleh hakim pada pengadilan kasus ini. Pada dasarnya di dalam 

peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang memberikan 

perlindungan untuk korban korupsi maupun sanksi untuk pelaku agar membayarkan ganti 

kerugian kepada korban disamping hukuman membayar denda kepada negara atau pidana 

berupa kurungan penjara. 

Sehingga muncul permasalahan mengenai perlindungan korban atas tindak pidana 

korupsi yang mengalami kerugian dalam jumlah yang besar. Dan pertanggung jawaban 

pelaku untuk korban atas derita kerugian yang dialami oleh korban. Masyarakat yang 

menjadi korban atasn tindakan pelaku yang merugikan seharusnya diberikan perlindungan 

hukum dan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku atas derita kerugian yang dialaminya 

sebagai dari bentuk pertanggung jawaban pelaku kepada korban yang mengalami kerugian 

dalam jumlah yang besar. Hal ini dapat dilakukan melakui vonis hakin pada saat 

menangani kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan korban mengalami kerugian 

dalam jumlah yang banyak. Dan dapat dibuatkan kebijakan mengenai aturan untuk 

memberikan korban perlindungan hukum dan kewajiban pelaku mengganti kerugian 

kepada korban. 

Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa kerugian yang dialami oleh korban dari 

tindak pidanakorupsi seharusnya diberikan perlindungan dan pelaku dapat 

mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban dengan memberikan ganti 

kerugian sejumlah dengan kerugian yang diderita oleh korban tersebut. Hal ini diperlukan 

sebab selama ini pelaku dari tindak pidana korupsi hanya diberikan hukuman berupa 

kurungan penjara dan membayarkan denda kepada negara sesuao dengan putusan atau 

vonis hakim di pengadilan pada saat mengadili kasus tindak pidana korupsi. Hukuman 

tersebut sama sekali tidak membantu korban yang mengami kerugian dalam bentuk materi 

karena seperti yang diketahui korban dari tindak pidana korupsi selalu menderita kerugian 

dalam jumlah yang besar. 

Namun pemerintah maupun pihak pengadilan seperti jaksa penuntut maupun 

hakim yang mengadili kasus tindak pidana korupsi tidak pernah memperhatikan 

bagaimana penderitaan korban yang mengalami kerugian atas tindakan pelaku. Sehingga 

tidak ada vonis atau hukuman untuk pelaku sebagai pertanggung jawaban kepada korban. 

Hakim di pengadilan dan peraturan dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada 

aturan untuk melindungi korban atau memberikan pelaku hukuman untuk membayar 
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ganti kerugian kepada korban atas penderitaan korban yang mengalami kerugian. Di dalam 

Undang-Undang tindak Pidana Korupsi hanya disebutkan perlindungan untuk seseorang 

atau masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dan tidak 

ada perlindungan di dalam undang-undang tersebut yang memberikan perlindungan atau 

sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku kepada korban. 

Sehingga perlu dibuat kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada korban 

dan sanksi tambahan untuk pelaku agar membayarkan ganti kerugian kepada korban 

sebagai bentuk dari pertangggung jawaban pelaku untuk korban yang mengalami kerugian 

materi atas tindakan yang dilakukannya. Hal ini perlu dibuat agar setiap korban yang 

mengalami kerugian dapat diberikan perlindungan hukum dan ganti kerugian atas kerugian 

yang dideritanya karena tindakan pelaku. Jika tidak dobuat kebijakan didalam peraturan 

maka hakim atau jaksa di pengadilan dapat memberikan vonis untuk pelaku selain 

hukuman pidana berupa kurungan penjara dan membayarkan denda kepada negara pelaku 

juga membayarkan ganti kerugian kepad akorban yang mengalami kerugian materi sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban tersebut. Hal ini dilakukakan dengan 

mekanisme yang harus di awasi pelaksaannya oleh pengadilan yang mengatasi kasus 

tindak pidana korupsi agar upaya dalam melindungi korban dan memberikan korban ganti 

rugi dapat terlaksan sesuai dengan ketentuannya dan dapat memenuhi hak-hak korban 

seperti seharusnya. 

Sehingga jika dibuat kebijakan dalam suatu aturan di dalam perundang-undangan 

terdapat bentuk perlindungan untuk korban dan sebagai pertanggung jawaban pelaku 

kepada korban dapat berupa ganti kerugian yang sesuai dengan jumlah kerugian yang di 

derita oleh korban dan memberikan hak-hak korban seperti seharusnya di samping 

hukuman atau sanksi pidana yang sudah ada ketentuannya di dalam peraturan perundang- 

undangan yang berlaku hingga saat ini. selain kebijakan yang dibuat dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan, dalam pengadilan hendaknya hakim maupun jaksa yang 

menangani kasus tindak pidana koropsi yang didalamnya terdapat korban yang mengalami 

kerugian dapat memperhatikan kerugian yang diderita oleh korban agar dalam putusannya 

dapat diberikan vonis untuk pelaku dari tindak pidana korupsi dapat menerima hukuman 

atau sanksi pidana penjara dan embayar denda kepada negara, pelaku juga harus 

memberikan pertanggung jawaban kepada korban yang mengalami kerugian dalam bentuk 

membayar semua kerugian yang diderita oleh korban kepada korban tersebut. Agar korban 

yang mengalami kerugian mendapatkan hak –hak nya sebagai korban dan mendapat 

perlindungan hukum seperti seharusnya. 
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ABSTRAK 

Kasus tindak pidana korupsi semakin sering terjadi, salah satu kasus korupsi 

yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus korupsi dana bansos covid- 

19 pada masa pandemi beberapa tahun yang lalu. Kasus tersebut melibatkan 

menteri social yakni Jualiari Batubara yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai 

tersangka dengan vonis hukuman yang menuai pro dan kontra pada saat itu. 

Selain itu, hukuman yang ditetapkan untuk tersangka dinilai oleh masyarakat 

terlalu ringan sehingga menyebabkan masyarakat banyak mengkritik mengenai 

vonis hukuman oleh pengadilan yang menangani kasus tersebut. Namun, 

terlepas dari hal itu beberapa hal yang seharusnya diperhatikan adalah korban 

dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Korban yang menderita 

kerugiain materi pada saat itu yang seharusnya diperhatikan oleh pengadilan 

tetapi tidak di indahkan karena dalam peraturan perundang-undangan tindak 

pidana korupsi belum ada aturan yang mengatur bagaimana perlindungan 

korban maupun pertanggungjawaban pelaku terhadap korban yang seharusnya 

dalam bentuk ganti kerugian. 

Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

korban korupsi yang mengalami kerugian dalam jumlah yang besar dapat 

dibuatkan kebijakan agar memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Bentuk 

kebijakan yang dapat dibuat seperti memberikan perlindungan hukum sebagai 

bentuk dari terwujudnya hak-hak korban. Kemudian untuk pertanggung 

jawaban pelaku kepada korban dalam bentuk memberikan ganti kerugian dapat 

dilakukan dengan mekanisme pelaku membayarkan ganti kerugian senilai 

dengan kerugian yang diderita oleh korban ke pengadilan yang selanjutnya 

akan diatur mengenai pelaksanaannya melalui pengadilan dan pengawasan 

dalam memberikan ganti kerugian kepada korban di lakukan oleh pihak 

kejaksaan. Sehingga hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. 

Disamping sanksi pidana penjara dan membayar denda kepada negara. 

 

Kata kunci (keyword) : Perlindungan Hukum, Korban Korupsi, Ganti 

Kerugian. 
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